
 

 

 

 

 

BUPATI   SITUBONDO 
 

PERATURAN 

BUPATI SITUBONDO  

NOMOR         36      TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT 

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : bahwa guna memberikan pedoman bagi aparat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010, dipandang perlu 

memberikan Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo 

Tahun 2010 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 
Daerah- daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan  

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor  

68, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3312)  

sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 

1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 4421); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)  ; 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

15. Peraturan   Pemerintah    Nomor   28  Tahun  1972 tentang Perubahan  Nama   

dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah  Daerah Kabupaten Panarukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4139); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 

tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2010 ; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar 

Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ; 

34. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan 

Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/A/2000; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 ; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten 

Situbondo. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK UMUM DAN 

PEDOMAN KERJA BAGI APARAT  DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010. 

Pasal 1 

  Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010, sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2 

  Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten 

Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi 

Aparat Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2010. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 01 Desember 2009 

WAKIL BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

Drs. H. SUROSO, M.Pd 

 



 

 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 01 Desember 2009   

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd 

 

 

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007 

 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 36 

 

 

 SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


